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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, maka Indonesia 

sendiri memiliki perekonomian yang stabil, sehingga pemerintah Indonesia 

mengatasi persoalan ini dengan merancang pengembangan di setiap bidang 

dimana indonesia sendiri memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah 

sehingga dapat membangun perekonomian sendiri. Untuk memperoleh itu semua 

setiap orang harus bekerja dan/atau melakukan usaha. Mendapatkan suatu karier 

dan penghidupan yang baik buat manusia, bahwasannya merupakan hak setiap 

warga negara, yang merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Hal ini juga 

sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan 

seluruh Rakyat Indonesia secara merata dan sejahtera.
1
   

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah indonesia untuk 

meningkatkan dan mengembangkan dunia kerja terhadap negara ini, adalah 

dengan melakukan isu-isu hukum dalam lingkungan kerja. Undang-undang ini 

hadir untuk melindungi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam 

perburuhan. Secara normatif, UUD 1945 menjamin setiap kebebasan penduduk 

negara untuk memperoleh pekerjaan. Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang 

dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh 

                                                           
1
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http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6425, diakses pada Sabtu, tanggal 16 Desember 
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pekerjaan serta penghidupan yang layak.”
2
 Di pertegas dalam UUD Tahun 1945 

BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28. Pada Pasal 28 D mengamanatkan 

bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan di lanjut dalam Pasal 28 I Ayat 

(4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.  

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur 

dunia ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yang telah disahkan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang cipta kerja yang berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang 

Pembatalan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 menjadi Undang-undang No. 6 

Tahun 2023 Tentang cipta kerja. Pekerja dan pengusaha wajib menaati hukum, 

pekerja harus mengikuti pada kebijakan yang ditetapkan oleh pengusaha dan 

pekerja di dalam pekerjaannya, serta pengusaha dan pekerja harus turut serta 

bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya.  

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

ketenagakerjaan. Pekerja adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Seseorang yang memberikan lapangan kerja dalam dunia kerja 

disebut pengusaha. Orang perseorangan, badan hukum atau orang lain yang 

memperkerjakan pekerja untuk memperoleh upah atau imbalan lainnya adalah 

pemberi kerja.
3
 

                                                           
2
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Suatu ikatan kerja menjadi landasan jalinan antara pengusaha dan pekerja. 

Menurut Hartono Wisoso dan Judiantoro, mengartikan ikatan kerja sebagai 

ketangkasan mengerahan kemampuan atau jasanya seseorang secara terstruktur 

untuk kebutuhan orang lain yang memerintahkannya (pemberi kerja/majikan) 

sesuai dengan kesepakatan kerja yang telah disetujui.
4
 Dalam Pasal 1 angka 15 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di sebutkan bahwa 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah.
5
 Dalam suatu hubungan ada yang harus disepakati dan di laksanakan 

oleh pekerja dalam suatu ikatan kerja. Dalam jalinan kerja ini terdapat 

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, khususnya kesepakatan pihak kesatu 

(pekerja) bekerja untuk memperoleh gaji, dan pihak kedua (pengusaha) harus 

mengasihkan pekerjaan dengan membayar gaji.
6
   

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak.
7
 Perjanjian kerja dapat di buat secara tertulis dan dapat dibuat secara lisan. 

Kesepakatan pekerja dengan pemberi kerja dalam suatu perjanjian kerja akan 

melahirkan hak dan kewajiban setiap orang. Yang di maksud kewenangan dan 

tanggung jawab antara pekerja dengan pengusaha, Misalnya kewenangan pekerja 

untuk menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja. Pekerja berwenang atas gaji 

                                                                                                                                                               

Tahun 2020”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, 

hal. 2-3.    
4
 Hartono Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rjawali Pers, 

Jakarta, 1992, hal. 10.   
5
 Pasal 1 Angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

6
 I Dewa Ayu Mirah Oktaviani, I Wayan Suardana, Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Terhadap Pekerja/Buruh Terkait Keterlambatan Pembayaran Upah Lembur, 2019, Journal Ilmu 

Hukum, Vol. 7 No. 11, hal. 1-14  
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atau imbalan bentuk lain atas pencaharian yang telah di lakukan secara profesional 

sesuai sama kesepakatan kerja. Sedangkan pengusaha yang memberikan pekerjaan 

wajib mengasih gaji kepada pekerja sesuai dengan yang di sepakati pada 

perjanjian kerja. Dalam hak perusahaan memperoleh hasil dari pekerjaannya dan 

kewajiban perusahaan membayar upah pekerja. kewenangan dan tanggung jawab 

masing-masing pihak di sepakati dalam kesepakatan kerja dimana kesepakatan 

kerja itu tetap mempedomani Undang-undang no. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta 

Kerja.   

Secara asas dan perundang-undangan perjanjian kerja terdapat ada 2 macam 

yaitu, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja 

Tidak Tertentu). PKWT maupun PKWTT adalah perjanjian kontrak kerja 

karyawan yang di terapkan dan berlaku saat ini di Indonesia. Dalam PKWT dan 

PKWTT terdapat perbedaannya yaitu : 

1. PKWT merupakan kontrak antara pekerja dan pengusaha yang ingin bekerja 

sama hanya untuk jangka durasi terbatas, PKWT dibuat secara tertulis dan 

terdaftarkan pada layanan ketenagakerjaan, dan hanya dapat berlaku untuk 

jangka durasi sangat lama lima tahun atau sampai pekerjaan tersebut 

berakhir.  

2. PKWTT adalah kontrak kerja antara pekerja dengan pengusaha yang ingin 

membangun jaringan kerja namun yang bersifat permanen dan dapat di 

berlakukan untuk semua jenis pekerjaan. PKWTT perjanjian kerja yang 

mengikat karyawan tetap yang tidak memiliki masa berlaku. 

Inti perjanjian kerja PKWT dan PKWTT dapat dirubah selama disetujui 

oleh kedua belah sisi. Pergantian perjanjian yang tertera disebut addendum. 
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Addendum adalah ketentuan dalam kontrak atau surat perjanjian yang mengacu 

pada klausul atau pasal tambahan yang ada secara terpisah dari perjanjian utama 

namun terikat secara hukum padanya.
8
 Yang di maksud perubahan adalah proses 

akumulasi, penuntasan, penurunan, pencabutan atas syarat-syarat dan norma-

norma hukum dalam dokumen persetujuan yang telah ditandatangani dan memaut 

secara yuridikal buat para pihak yang sedang melaksanakan kontrak.
9
  

Kewenangan dan peranan tiap-tiap pihak disepakati dalam kesepakatan 

kerja dimana kontrak kerja itu tetap mempedomani undang-undang nomor 6 tahun 

2023. Salah satu hak pekerja ialah menerima bayaran, penghasilan adalah hal 

yang paling penting saat dalam bekerja, karena salah satu tujuan orang bekerja 

sama dengan untuk mendapat upah dalam memenuhi hidupnya. Dalam peraturan 

pemerintah nomor 36 Tahun 2021 Tentang pengupahan Pasal 1 angka 1 yang 

berbunyi “upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dan 

atau akan dilakukan.”
10

  

Perlindungan hukum bagi pekerja mencakup kebebasan untuk 

meningkatkan taraf hidup, mencegah penurunan daya beli, dan menjaga hak atas 

pekerjaan dan juga penghasilan apabila adanya sakit maupun meninggal dunia di 

tempat kerja. Dengan tidak sesuainya upah yang diberikan dengan yang 

                                                           
8
  https://id.wikipedia.org/wiki/Addendum, diakses Selasa, Tanggal 05 Maret 2024, Pukul: 

10:18 Wib 
9
  Muhammad Syaifuddin, “Hukum Kontrak”, Mandar Maju, Bandung: 2012, hal. 205 

10
 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 tentang 

pengupahan.   
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disepakati, maka hak tersebut telah melanggar perjanjian. kontrak kerja yang telah 

dibuat tidak boleh melanggar  ketentuan nomor 6 tahun 2023.  

Dalam suatu organisasi baik itu pengusaha maupun karyawan pada dasarnya 

mempunyai keinginan terhadap atas kelangsungan operasional dan kemakmuran 

perusahaan. Meski sama-sama mempunyai kepentingan terhadap kesuksesan 

perusahaan, namun konflik/ perselisihan antara pengusaha dan pekerja masih 

sering terjadi. Dalam Udang-undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Perselisihan hubungan industrial 

merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara 

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh. Dalam Pasal 2 UU PPHI mengatur 4 (empat) jenis 

perselisihan hubungan industrial, yaitu:
11

 

a. Perselisihan hak; 

b. Perselisihan kepentingan; 

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan 

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan. 

Terkait pekerja/buruh yang upahnya tidak sesuai termasuk dalam 

perselisihan hak. Adanya perdebatan yang timbul karena tidak terpenuhinya 

kewenangan, karena adanya ketidaksesuaian penerapan atau pemahaman terhadap 

ketentuan tatanan perundang-undangan, perjanjian kerja, aturan perusahaan, atau 

kontrak kerja bersama merupakan contoh perselisihan hak.
12

 Hak-hak yang 
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 Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial.  
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 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial.  
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terlibat selama konflik ini ialah hak normatif yang dituangkan saat perjanjian 

kerja, kebijakan perusahaan, perjanjian perundingan bersama, atau peraturan 

perundang-undangan. Pertentangan tersebut dapat timbul, misalnya pekerja 

mendapat imbalan yang tidak setakar dengan kesepakatan yang sudah disahkan. 

Pemberian gaji yang sesuai dengan yang telah disepakati akan membuat 

pekerja lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya, sehingga mempengaruhi 

juga bagi pencapaian perusahaan. Perusahaan perlu mengetahui potensi tantangan 

yang timbul bila pengupahan tidak efisien. Bila pemberian upah tidak sama 

dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan maka dapat menimbulkan dampak 

buruk bagi aktivis. Pekerja/buruh berhak mempertayakan atas imbalan yang tidak 

selaras dengan perjanjian kerja yang telah disepakati kepada pengusaha agar dapat 

segera di minimalisir. Sesuai hak dan kewajiban komisi yang sepantasnya 

diterima dari pada pekerja/buruh berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja. 

Contoh pertama, pekerja PT X Kota Tanggerang, di ketahui permasalahan 

hukumnya pada tahun 2021 yaitu adanya ketidaksesuaian penerapan kebijakan 

yang menyangkut hak upah minimum pekerja yang kemudian baru tersorot oleh 

media sosial karena adanya kebijakan yang membuat para pekerja merasa 

keberatan. PT X Kota Tanggerang telah melakukan perbuatan yang secara hukum 

dengan tidak membayar upah minimum kota kepada para pekerjanya dapat 

dilakukan upaya hukum dari para pekerja melalui disnakertrans untuk 

permasalahan upaya penyelesaian hubungan industrialnya dalam hak upah 

minimum.  
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Pada tahun 2021 gaji dari PT X tersebut Rp. 150.000 perhari, sedangkan 

menurut upah minimum kota di tanggerang bayaran yang seharusnya pada tahun 

2021 sekitar Rp. 163.923,654 perhari. Dan UMK Kota Tanggerang Selatan tahun 

2023 mengalami kenaikan 6,34 persen dari tahun sebelumnya (2022 yang berkisar 

4.280.214) kini, UMK Kota Tanggerang Selatan ditetapkan menjadi Rp. 

4.551.451. hal ini tentu saja melanggar undang-undang dan peraturan 

ketenagakerjaan indonesia jika pembayarannya berkaitan dengan kebijakan upah 

minimum kota tanggerang. Berkaitan dengan kasus tertera, bahwa upaya 

perlindungan hukum bisa dilakukan melalui perlindungan preventif dan 

perlindungan hukum refresif, perlindungan hukum preventif, yaitu adanya 

sangkutan hukum antara pengusaha dengan pekerja yang telah dibuat dan 

disepakati sehingga memiliki kewajiban sebagaimana UU Ketenagakerjaan dalam 

mengenai pemberian upah minimum, dan perlindungan hukum refresif dalam 

konteks permasalahan ketenagakerjaan mengenai perlindungan hak upah 

minimum pekerja terdapat pemberian sanksi yang dapat diberikan kepada 

pengusaha yang sudah melakukan hubungan hukum dengan pekerja dan 

memperkerjakannya tetapi kewajibannya mengenai pemberian hak upah 

minimum tidak didasarkan pada kebijakan sebagaimana dalam Permenaker No. 

18 Tahun 2002 jo UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang 

dimanifestasikan dengan kebijakan daerah mengenai penetapan upah minimum 

kabupaten/kota tersebut dapat berupa pemberian hukuman administratif berupa 

peringatan tertulis, penyekatan aktivitas usaha (PP No 36 Tahun 2021 Tentang 

Pengupahan), hingga kepada pemberi sanksi pidana kepada pelaku usaha diatur 

dalam pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu dapat di 
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pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau jumlah denda sanksi administratif yaitu paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat 

ratus juta rupiah).
13

    

Contoh kedua, seseorang yang bekerja sebagai satpam di suatu perusahaan 

swasta berstatus pegawai harian dengan upah bulanan yang di berikan terhadap 

pekerja di bawah ganjaran minimum regional, jika dihitung harian remunerasinya 

tersebut Rp 29.200/hari. Para pekerja ini telah menerima gaji dibawah upah 

minimum selama 2 (dua) tahun dan belum menerima kenaikan gaji apapun selama 

periode tersebut.
14

  

Seorang pekerja yang upahnya dibayar oleh pengusaha lebih sedikit dari 

penghasilan minimum dapat digolongkan sebagai perselisihan hak, khususnya 

perbedaan pendapat dampak adanya selisih penggunaan atau pemahaman akan 

ketentuan hukum, perjanjian kerja, kebijakan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama.
15

 Dalam hal ini langkah-langkah prosedural yang dapat dilakukan oleh 

pekerja jika pengusaha memberikan kompensasi kepada pekerja dengan upah 

yang berada di bawah upah minimum adalah sebagai berikut:  

a. Jalur bipartit, perundingan bipartit merupakan negosiasi antara 

pengusaha/gabungan pengusaha dan aktivis/serikat pekerja antara serikat 

pekerja dalam satu perusahaan yang berkonflik. Jika para pihak mencapai 

                                                           
13

 F Al Suddes, D Effendy, “Perlindungan Hukum Terhadap Pkerja Atas Penetapan Upah 

Di Bawah Upah Minimum di PT X Kota Tanggerang Berdasarkan Permenaker No. 18 Tahun 

2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Jo UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta 

Kerja”, Law Studies, Vol. 4 No 1 (2024), hal. 496-503   
14

 R Christha Auli, “Upah Dibawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya”, Hukum 

Online, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/upah-di-bawah-standar-minimum--ini-

langkah-hukumnya-lt4c85f88b626af, diakses Rabu,  Tanggal 1 Mei 2024, Pukul: 09:20 Wib   
15

 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 
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kesepakatan selama negosiasi ini, kemufakatan bersama dirumuskan dan 

selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat 

b. Jalur mediasi, apabila perundingan bipartit tidak berhasil menyelesaikan 

masalah hak, penyelesaian bisa dilakukan menempuh proses mediasi.
16

 

Apabila mediasi berhasil, maka hasilnya dituangkan pada suatu kesepakatan 

bersama yang disaksikan oleh mediator, ditandatangani oleh kedua belah 

pihak serta diajukan pada pengadilan hubungan industrial yang 

berkedudukan pengadilan negeri di wilayah hukum para pihak-pihak yang 

melakukan kesepakatan bersama untuk memperoleh dokumen registrasi. 

c. Jalur pengadilan hubungan industrial, adalah proses hukum yang dilakukan 

oleh pekerja atau pengusaha melalui mekanisme gugatan yang diajukan di 

pengadilan hubugan industrial. Jalur ini ditempuh ketika upaya negosiasi 

tidak menghasilkan kemufakatan penyelesaian yang dapat diterima bersama. 

 Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang pekerja tersebut 

telah melakukan perundingan dengan pemberi kerja tetapi tanpa mencapai 

kesepakatan, pekerja tersebut dapat menuntut opsi untuk mengajukan gugatan ke 

pengadilan hubungan industrial.  

Contoh ketiga, Seorang pendidik taman kanak-kanak yang bekerja di 

sebuah yayasan dengan gaji selama beberapa tahun di bawah UMP. Dan lembaga 

tersebut baru-baru ini mengalami penutupan. Akibatnya, seluruh tenaga pengajar 

diberhentikan dan diberikan uang pesangon dibawah syarat upah minimum. 

Dalam hal ini pengusaha yang menggaji dibawah upah minimum bisa dikenakan 

hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 66 Perppu Cipta Kerja yang 

                                                           
16

 Rai Mantili, “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat 

Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)”, Jurnal Bina Mulia 

Hukum, Vol. 6, No. 1, September 2021, hal. 53.   
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mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana 

penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda 

paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
17

  

Namun, hal yang pertama dapat dilakukan oleh seorang guru tersebut agar 

menyelesaikannya secara perembukan untuk memperoleh mufakat sebagaimana 

mestinya di tegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004, yakni melalui 

perundingan lewat forum bipartit. Jalur bipartit adalah sebuah perundingan antara 

pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial.
18

 Negosiasi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal 

dimulainya perundingan. Apabila perundingan bipartit tidak berhasil atau jika 

pengusaha menolak untuk terlibat dalam perundingan, pekerja mempunyai pilihan 

untuk mengajukan perselisihan kepada instansi yang mengawasi sektor 

ketenagakerjaan setempat. Pengajuan ini harus menyertakan bukti-bukti yang 

menunjukkan bahwa upaya perundingan bipartit telah dilakukan dan setelahnya 

akan dilakukan mediasi. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, perselisihan 

dapat dibawa ke penagadilan hubungan industrial untuk diadili.  

Perlindungan hukum yang upahnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja 

berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja adalah 

dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan refresif, perlindungan hukum 

prefentif yaitu adanya hubungan hukum antara pengusaha serta pekerja yang telah 

dibuat dan disepakati sehingga memiliki kewajiban sebagaimana dalam mengenai 

                                                           
17

 T J Ayu Pramesti, “Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan”, Hukum 

Online, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-pesangon-tidak-sesuai-

ketentuan-lt53b11eb81cfa2, Diakses Tanggal Rabu, 1 Mei 2024, Pukul: 10:32 Wib 
18

 Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Industrial  
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pemberian upah minimum. Dan refresif yaitu pemberian sanksi administratif 

hingga pidana kepada pengusaha.
19

 

Kekuatan hukum yang bersua dilakukan pekerja dalam penyelesaian 

sengketa pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dapat dilakukannya 

dengan cara bipartit, non litigasi dan litigasi. Non litigasi merupakan suatu 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sedangkan litigasi merupakan 

penyelesaian di dalam pengadilan.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas 

dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Yang Upahnya Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang upahnya 

tidak sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan undang-undang nomor 6 

tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja dalam penyelesaian 

sengketa pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja 

berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja 

yang upahnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan undang-

undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja 

                                                           
19

 F Al Suddes, Loc. Cit.  
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2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja 

dalam penyelesaian sengketa pembayaran upah yang tidak sesuai dengan 

perjanjian kerja ditinjau dari undang-udang nomor 6 tahun 2023 Tentang 

Cipta Kerja 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan secara akademis bisa memberikan suatu masukan 

bagi pertumbuhan dan pengetahuan juga pemahaman kepada masyarakat 

luas dan juga khususnya kepada mahasiswa, agar dapat mengembangkan 

bahan kuliah terkait dalam cipta kerja yang upahnya tidak dibayar sesuai 

dengan perjanjian kerja. 

2. Manfaat Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman kepada penegak hukum 

saat menyelesaikan kasus-kasus tentang perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang upahnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan 

Undang-undang No. 16 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti di harapkan dapat memperdalam wawasan penulis 

tentang ilmu hukum perdata terutama tentang perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang upahnya tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kerja. Dan 

menjadi salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum  

1. Pengertian Perlindungan Hukum  

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) “setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sedangkan pengertian 

perlindungan hukum menurut para ahli yaitu : 

a. Menurut Satjipto Rahardjo, mengartikan perlindungan hukum adalah 

perlindungan sebagai pengamanan kepentingan seseorang melalui 

pendelegasian wewenang yang  memungkinkannya bertindak selaras dengan 

kepentingan tersebut. Adapun yang dimaksud kekuasaan adalah hak, yaitu 

kewenangan yang hanya diberikan oleh hukum akan seseorang.
20

 

b. Menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum 

adalah penjagaan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 

hukum yang didasarkan pada ketentuan penguasaan hukum. kekuasaan ini 

dilandasi oleh prinsip-prinsip pancasila dan konsep supremasi hukum, serta 

pentingnya menjaga kualitas dan kehormatan manusia.
21

 

c. Menurut zSoedikno zMertokusumo, zyang zdimaksud zdengan zperlindungan 

zhukum zmengacu zpada ztindakan zyang zdiambil zuntuk zmenjaga zsubyek zhukum 

                                                           
20

 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Cetakan Keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2006, hal. 53 
21

 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Bandung, Alumni, 

1987 hal. 121  
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zsesuai zdengan zperaturan zperundang-undangan zyang zada, zyang zdapat 

zmencakup zsanksi-sanksi zbila zada zyang zmelakukan zwanprestasi.
22

 z  

Menurut zKBBI zmengartikan zperlindungan zsebagai zsesuatu zatau ztindakan 

zyang zmelindungi. Sedangkan ztatanan zatau zadat zyang zsecara zresmi zdiakui zwajib zdan 

zdisahkan zoleh zpejabat zatau zpemerintah zdapat zditafsirkan zsebagai zundang-undang. 

Dengan zpengertian ztersebut, zperlindungan zdapat zdipahami zsebagai zupaya 

zpengamanan zpemerintah zatau zpengusaha zmelalui zsejumlah zperaturan zyang zada.
23

 z 

Berdasarkan zdari zuraian zini zmenurut zpeneliti zperlindungan zhukum 

zmerupakan zsuatu zhak zmanusia zyang zdimiliki zsetiap zmasing-masing zindividu zuntuk 

zmendapatkan zkepastian zhukum zyang zadil.  

Suatu zbentuk zperlindungan zdapat zdikatakan zperlindungan zhukum zapabila 

zmemenuhi zunsur zsebagai zberikut z:
24

 

a. Adanya zPerlindungan zdari zpemerintah zterhadap zmasyarakat 

b. Jaminan zkepastian zhukum z 

c. Berkaitan zdengan zhak-hak zwarga znegara 

d. Adanya zsanksi zatau zhukuman zbagi zyang zmelanggarnya. 

Secara zumum zperlindungan zhukum zdiberikan zkepada zsubjek zhukum zketika 

zsubjek zhukum zyang zbersangkutan zbersinggungan zdengan zperistiwa zhukum. pada 

zhakikatnya zsetiap zorang zberhak zmendapatkan zperlindungan zdari zhukum. semua 

zperlindungan zhukum zjuga zdikenal zsebagai zsemua zhak zkomprehensif zyang zdi 

zberikan zoleh zhukum, zmencakup zserangkaian ztindakan zhukum zyang zwajib 

                                                           
22 zSoedikno zMertokusumo, z“Mengenal zHukum z(Suatu zPengantar), zLiberty, zYongyakarta, 

z1991, zhal. 9 z 
23 zHukum zOnline, z“Perlindungan zHukum: zPengertian, zUnsur, zdan zContohnya”, 

zhttps://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062, zdiakses zKamis, 
zTanggal z21 zMaret z2024, zPukul: z17:20 zWib 

24 zT. Leilani zPutri, z“Mengenal zUnsur-unsur zPerlindungan zHukum”, 
zhttps://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714147/mengenal-unsur-unsur-perlindungan-hukum, 
zdiakses zSelasa, z16 zJuli z2024, zPukul: z20:18 zWib 
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zdilaksanakan zoleh zaparat zpenegak zhukum zuntuk zmenghadirkan zrasa zaman, zdan 

zmelindungi zkeselamatan zmental zmaupun zfisik zdari zgangguan zdan zpelbagai zmacam 

ztindakan zancaman zyang zditimbulkan zoleh zentitas zmanapun.
25

   

2. Tujuan zPerlindungan zHukum 

Adapun zkeinginan zutama zdari zperlindungan zhukum zadalah zmenjamin zsetiap 

zindividu zmempunyai zakses zyang zsama zterhadap zkeadilan, zmemperoleh zperlakuan 

zyang zadil, zdan zdilindungi zhak-haknya zberdasarkan zketentuan zhukum. Subyek 

zhukum zyang zmenjadi zkorban zpelanggaran zhak-hak ztersebut zdapat zmemperoleh 

zperlindungan zpenuh zdari zperlindungan zhukum. Asas zdan ztujuan zinisiatif zyang 

zbertujuan zuntuk zmelindungi zhak-hak, zkebebasan, zdan zkepentingan zindividu zdalam 

zmasyarakat ztercakup zpada zgagasan zperlindungan zhukum. Berikut zini zadalah 

zbeberapa zaspek zutama zdari zkonsep zperlindungan zhukum:
26

 

1. Keadilan zdan zkesetaraan 

Prinsip zini zmenegaskan zbahwa zsemua zindividu zmenerima zperlakuan zyang 

zadil zdan ztidak zmemihak, zbebas zdarisegala zbentuk zpembedaan.  

2. Hak zasasi zmanusia 

Konsep zini zmencakup zhak-hak zsipil, zpolitik, zekonomi, zsosial, zdan zbudaya 

zyang zmelekat zpada zsetiap zmanusia zdan zharus zdi zhormati zdan zdi zlindungi zoleh 

zhukum.  

3. Kepastian zhukum 

Aspek zini zmemerlukan zpembentukan zundang-undang zyang ztransparan zdan 

zdapat zdipahami zoleh zsemua zindividu. Sehingga zmembangun zkonsistensi zdan 

                                                           
25 zIbid. 
26 zMaksum zRangkuti, zPerlindungan zHukum zIndonesia: zPengertian, zAspek, zUnsur, zdan 

zContoh, z2023, zhttps://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-

dan-contoh, zDiakses zJumat, z22 zMaret z2024, zPukul: z15:28 zWib 
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zkeseimbangan zdengan zmasyarakat, zsebab zsemua zorang zdapat zmengharapkan 

zakan zhukum zyang zdi zterapkan.
27

 z 

4. Independensi zlembaga zpenegak zhukum 

Penting zbagi zlembaga zpenegak zhukum zuntuk zberfungsi zsecara zmandiri, ztanpa 

zpengaruh zatau zcampur ztangan zdari zentitas zpolitik zatau zkelompok zlain. 

5. Proporsionalitas 

Dalam zprinsip zini zmenggaris zbawahi zperlunya ztindakan zpenegakan zhukum 

zyang zsepadan zdengan zadanya zkesalahan zyang zterjadi.  z 

6. Partisipasi zmasyarakat 

Penting zbagi zmasyarakat zuntuk zterlibat zsecara zproaktif zdalam 

zmemberitahukan zpelanggaran, zmembantu zpenegakan zhukum zdan zmendorong 

zterciptanya zkomunitas zyang zjujur zdan zdamai. 

7. Dukungan zinstitusi zdan zpenegak zhukum 

Penting zbagi zlembagalembaga zseperti zkepolisian, zkejaksaan, zdan zpengadilan 

zuntuk zmenerima zdukungan zdan zsumber zdaya zyang zdiperlukan zuntuk 

zmelaksanakan ztanggung zjawab zmereka zsecara zefisien. 

8. Hukum zsebagai zotoritas ztertinggi 

Hukum zadalah zkekuatan ztertinggi zyang zwajib zdihormati zdan zdi zpatuhi zoleh 

zsemua zkaum, ztermasuk zmereka zyang zmemegang zkekuasaan zdan zpejabat 

zpemerintah.  

 

 

 

                                                           
27 zBerita zTerkini, z“Pengertian, zAspek, zdan zContoh zPerlindungan zHukum”, 

zhttps://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-aspek-dan-contoh-perlindungan-hukum-

20vpZghd2K6, zDiakses zKamis, z13 zJuni z2024, zPukul: z06:22 zWib z 
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B. Tinjauan zTentang zPihak z– zpihak zyang zTerlibat zDalam zKetenagapekerja z 

1. Pihak zPekerja 

Menurut zperaturan zperundang-undangan zno. 13 ztahun z2003 ztentang 

zketenagakerjaan zpasal z1 zayat z3 zbahwa z“Pekerja/buruh zadalah zsetiap zorang zyang 

zbekerja zdengan zmenerimah zupah zatau zimbalan zdalam zbentuk zlain”.
28

 zPekerja 

zmengacu zpada zhubungan zyang zterjalin zantara zpemberi zkerja zdan zpekerja. Para 

zpekerja zdiberi zkompensasi zberupa zupah zatas zjasa zyang zmereka zberikan zkepada 

zperusahaan, zdan zbesarnya zupah ztersebut zditentukan zberdasarkan zkesepakatan 

zbersama zyang ztelah zdisepakati zoleh zkedua zbelak zpihak.  

Menurut Sumarsono, yang dikutip dari IDN Times pekerja adalah semua 

individu yang bersedia dan mampu melakukan pekerjaan didefinisikan sebagai 

mereka yang melakukan aktivitas kerja untuk dirinya seorang atau atas nama 

orang lain.
29

 Karyawan berperan sebaga mitra bisnis yang penting dalam proses 

produksi, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

mereka sendiri, keluar, dan kesejahteraan masyarakat indonesia secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pekerja untuk memikul 

tanggung jawab atas keberlangsungan perusahaan, sementara pengusaha wajib 

menganggp pekerja sebagai rekan kerja dan menghormati martabat kemanusiaan 

yang melekat pada mereka.
30

 z 

                                                           
28 zPasal z1 zAyat z3 zUndang-undang zNomor z3 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan z 
29

 IDN Times, “15 Pengertian Tenaga Kerja Menurut Ahli dan Undang-undang”, 2023,  

https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/pengertian-tenaga-kerja-

menurut-para-ahli-dan-undang-undang, diakses Rabu, 12 Juni 2024, Pukul: 11:32 Wib 
30 zL zAlif, z2016, zUniversitas zMedan zArea, 

zhttps://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1264/5/108400141_file5.pdf, zdiakses 
zSabtu, z23 zMaret z2024, zPukul: z20:44 zWib   
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Menurut zKamus zBesar zBahasa zIndonesia z(KBBI) zmengartikan zpekerja 

zsebagai zsuatu zpanitia zyang zbertugas zmengatur zpelaksanaan zkegiatan zsehari-hari 

zdalam zsuatu zlembaga.
31

 z 

Dari zbeberapa zuraian zyang ztelah zdisampaikan zmengenai zpekerja zmaka, 

zMenurut zPeneliti zpekerja zmerupakan zseorang zyang zbekerja zdisuatu zlembaga 

ztertentu zagar zmemperoleh zatau zmenerima zupah zuntuk zkesejahteraan zdirinya 

zataupun zkeluarganya.  

Dalam zpekerja zjuga zterdapat zberbagai zkegiatan, zmaka zdalam zhal zini zpekerja 

zdapat zdibedan zmenjadi z2 z(dua) zjenis zpekerja, zyaitu:
32

 

1. Pekerja zRohaniah z(Non zFisik), z 

Pekerja zrohaniah zmerupakan zpekerjaan zyang zlebih zbanyak zmenggunakan 

zproses zpemikiran, zgagasan, zide, zdan zlain zsebagainya. Contohnya, zmanager, 

zsekretaris, zdirektur, zdll.  

2. Pekerja zJasmaniah z(Fisik), 

Pekerja zjasmaniah zadalah zpekerjaan zyang zdimana zsegala zaktifitas zpekerjanya 

zmenggunakan ztenaga zfisik. Contohnya, zpekerja zbangunan, zsopir zangkutan 

zumum, zdokter, zdll.  

2. Pihak zPengusaha 

Pengusaha zmerupakan zseorang zyang zmemulai zdan zmengelola zusaha zatau 

zbisnis zdengan ztujuan zmencari zkeuntungan. Seorang zpengusaha zdapat zdikatakan 

zsebagai zseseorang, zkelompok, zmaupun zlembaga zyang zmelakukan zjual, zbeli, 

zataupun zsewa zsesuatu.  

                                                           
31 zKBBI, zhttps://kbbi.web.id/pekerja, zdiakses zRabu, z12 zJuni z2024, zPukul: z09:25 zWib 
32 zMengenal zDefinisiPekerja, zKelompok zAngkatan zKerja zYang zTelah zMendapat zPekerjaan,  

https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-definisi-pekerja-kelompok-angkatan-kerja-yang-

telah-mendapat-pekerjaan-1xMyDKKP3lO, zdiakses zMinggu, z07 zJuli z2024, zPukul: z22:14 zWib 
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Pengusaha zMenurut zMardiasmo, zmerupakan zorang zatau zorganisasi zapapun 

zstrukturnya, zyang zmelakukan zaksi zyang zberkaitan zdengan zproduksi zbarang, zimpor 

zdan zekspor zbarang, zpelaksanaan zperdagangan, zpemanfaatan zaset ztidak zberwujud 

zdari zluar zdaerah zpabean, zdan zpenyediaan zjasa, ztermasuk zekspor zjasa zatau 

zpenggunaan zjasa zyang zbersumber zdari zluar zdaerah zpabean.
33

 z 

Menurut zPasal z1 zangka z5 zUU zNo. 13 zTahun z2003 ztentang zketenagakerjaan, 

zpengusaha zmerupakan:
34

 

1. Orang zperseorangan, zpersekutua, zbadan zhukum zyang zmenjalankan zsuatu 

zperusahaan zmilik zsendiri, 

2. Orang zperseorangan, zpersekutuan, zatau zbadan zhkum zyang zsecara zberdiri 

zsendiri zmenjalankan zperusahaan zbukan zmiliknya, z 

3. Orang zperseorangan, zpersekutuan, zatau zbadan zhukum zyang zberada zdi 

zindonesia zmewakili zperusahaan zsebagaimana zdimaksud zdalam zhuruf za zdan zb 

zyang zberkedudukan zdi zluar zwilayah zIndonesia. 

Menurut zKamus zBesar zBahasa zIndonesia z(KBBI) zpengusaha zdapat zdiartikan 

zselaku zorang zyang zmelakukan zusaha z(perbisnisan, zindustri, zdan zlain-lain), zorang 

zyang zbekerja zdi zbidang zperdagangan, zsaudagar, zusahawan.
35

 zCakupan zdidalam 

zpengusaha zini zsangat zluas. Maka zdari zitu, zada zbeberapa zklasifikasi zmacam-macam 

zpengusaha zyang zpperlu zdiketahui, zyaitu:
36

 

                                                           
33 zMardiasmo, z“Perpajakan” zEdisi zRevisi, zYongyakarta, z2008, zhal.36 
34 zZaeni zAsyhadie, z“Hukum zKerja zHukum zKetenagakerjaan zBidang zHubungan zKerja”, 

zJakarta, zRajawali zPress, z2007, zhal. 29-30 
35 zhttps://kbbi.web.id/usaha, zdiakses zMinggu, z7 zJuli z2024, zPukul: z09:20 zWib 
36 zhttps://www.ruangmenyala.com/article/read/pengertian-pengusaha-jenis-manfaat-

keuntungan-dan-kurangnya-2, zdiakses zMinggu, z07 zJuli z2024, zPukul: z10:48 zWib z 
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1. Pengusaha zbesar, zseorang zpengusaha zdapat zdikatakan zbesar zapabila zbisnisnya 

zsudah zdikenal zoleh zbanyak zorang zdengan zomset zyang zmelimpah zsetiap zbulan 

zdan ztahunnya. 

2. Pengusaha zonline, zdalam zhal zini zpengusaha zmenjalankan zbisnisnya zdengan 

zcara zmenggunakan zdigital zmelalui zplatform zjual zbeli zonline zseperti 

zmarketplace zatau zwebsite.  

3. Pengusaha influencer, adalah jenis pengusaha yang menjual jasa untuk 

memasarkan produk atau jasa milik orang lain. Influencer umumnya 

memiliki audiens atau followers yang loyal. Influencer biasanya akan 

memasarkan produk atau jasa menggunakan media sosial, website 

(blongging), youtube (video), atau podcast (audio).
37

 

4. Investor, zseorang zinvestor zpada zawalnya zadalah zseorang zpengusaha. Saat 

zusaha zyang ztelah zdijalankan zberkembang zpara zpengusaha zakan zmemulai 

zusaha zbaru zdengan zmengakuisisi zperusahaan zlain zatau zmenjadi zinvestor 

zdengan zmenanamkan zmodal zdisebuah zperusahaan zyang zmenjanjikan.  

3. Hak zdan zKewajiban zPekerja zdan zPengusaha 

Suatu zperusahaan zdapat zberdiri zkarena zadanya z2 zunsur zpenting zyaitu zpekerja 

zdan zpengusaha. Pengusaha zmerupakan zpemilik zatau zinisiator zsekaligus zpemberi 

zdana zuntuk zmembangun zperusahaan zagar zmendapatkan zkeuntungan.
38

 

zSebagaimana zyang ztelah zdisampaikan zpada zpasal z1 zangka z5 zUndang-undang 

zNomor z13 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan z“pengusaha zmerupakan zorang 

zperseorangan, zpersekutuan, zatau zbadan zhukum zyang zmenjalankan zperusahaan zmilik 

                                                           

 
37  https://www.bfi.co.id/id/blog/tipe-pengusaha-berdasarkan-kepribadian-dan-jenis-

usahanya-yang-manakah-anda, zdiakses zMinggu, z07 zJuli z2024, zPukul: z22:33 zWib 

 
38 zErvina zLutfi, z“Hak zdan zKewajiban zPengusaha zMenurut zUU zNo. 13 zTahun z2003”, 

z2023, zhttps://www.talenta.co/blog/hak-dan-kewajiban-pengusaha-menurut-uu-no-13-tahun-2003-

ketenagakerjaan, zDiakses zSelasa, zTanggal z11 zJuni z2024, zPukul: z18:14 zWib z 
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zsendiri zataupun zmenjalankan zperusahaan zbukan zmiliknya zyang zberada zdalam 

zlingkup zwilayah zindonesia zyang zmewakili zperusahaan zyang zberkedudukan zdiluar 

zwilayah zindonesia.
39

 zSedangkan zpada zpasal z1 zangka z3 zdijelaskan zpekerja 

zmerupakan zsetiap zorang zyang zbekerja zdengan zmenerima zupah zatau zimbalan zdalam 

zbentuk zlain. Sebagai zseorang zpekerja zdan zpengusaha zmempunyai zhak zdan zperanan 

zterhadap ztempat zpekerjaan zmerupakan zsuatu zhal zyang zperlu zdipahami zbaik zhak zdan 

zkewajiban zitu zberkaitan zdengan zwewenang, zkewajiban, zdan ztanggung zjawab zyang 

zharus zdipenuhi.  

Hal-hal zmengenai zhak zdan zkewajiban zkaryawan zpenting zdiperhatikan zkarena 

zdapat zmempengaruhi zcitra zsuatu zperusahaan. Berikut zbeberapa zhak zdan zkewajiban 

zpekerja:
40

 

a. Hak zPekerja 

1. Hak zmemperoleh zupah 

Upah zyang zmemadai zdan zsesuai zdengan zpekerjaan zdapat zmenjadi zmotivasi 

zdan zsemangat zdalam zbekerja zkeras zuntuk zmemajukan zperusahaan. 

Berdasarkan zUndang-undang zNo.6 zTahun z2023 zTentang zCipta zKerja 

zPasal z88 zyaitu: z 

a. Setiap zPekerja/Buruh zberhak zatas zpenghidupan zyang zlayak zbagi 

zkemanusiaan.  

                                                           

 
39 zSip zLaw zFirm, z“Hak zdan zKewajiban zPengusaha zMenurut zHukum”, z2024, 

zhttps://siplawfirm.id/hak-dan-kewajiban-pengusaha/?lang=id, zDiakses zSelasa, zTanggal z11 zJuni 
z2024, zPukul z: z18:30 zWib. 

 
40 zTugu zInsurance, zJangan zKeliru! zInilah zHak zdan zKewajiban zKaryawan zYang zWajib 

zDiketahui”, z2023, zhttps://tugu.com/artikel/jangan-keliru-inilah-hak-dan-kewajiban-karyawan-

yang-wajib-diketahui, zDiakses zJumat, zTanggal z22 zMaret z2024, zPukul: z20:46 zWib 
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b. Pemerintah zPusat zmenetapkan zkebijakan zpengupahan zsebagai zsalah 

zsatu zUpaya zmewujudkan zhak zPekerja/Buruh zatas zpenghidupan zyang 

zlayak zbagi zkemanusiaan.  

c. Kebijakan zpengupahan zsebagaimana zdimaksud zpada zayat z(2) 

zmeliputi;Upah zminimum; zstruktur zdan zskala zUpah;Upah zkerja zlembur; 

zUpah ztidak zmasuk zkerja zdan/atau ztidak zmelakukan zpekerjaan zkarena 

zalasan ztertentu; zbentuk zdan zcara zpembayaran zUpah; zhal-hal zyang zdapat 

zdiperhitungkan zdengan zUpah; zdan zUpah zsebagai zdasar zperhitungan 

zatau zpembayaran zhak zdan zkewajiban zlainnya. 4. Ketentuan zlebih zlanjut 

zmengenai zkebijakan zpengupahan zdiatur zdalam zPeraturan zPemerintah. 

2. Hak zmendapatkan zperlakuan zdan zkesempatan zyang zsama 

Setiap zkaryawan zberwenang zakan zlingkungan zkerja zyang zkondusif zdan zadil. 

Kondusif zartinya zkamu zdiperlukan zdengan zsopan zoleh zsemua zorang zdi 

ztempat zkerja. Dan zadil zadalah zbisa zmendapatkan zkesempatan zyang zsama 

zdengan zrekan zkerja.  

3. Hak zmendapatkan zpelatihan zkerja 

Dalam zmembantu zproses zadaptasi zdi zperusahaan, zpekerja zberhak 

zmendapatkan zpelatihan zkerja. Bentuk zpelatihan zdapat zberupa zsesi 

zonboarding zpegawai zbaru zatau zupskilling zsaat zmenempati zposisi zyang 

zpaling ztinggi.  
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4. Hak zpenempatan ztenaga zkerja 

Setiap zpekerja zmenyandang zkepunyaan zyang zsama zdalam zpemilihan, zpindah 

zpekerjaan zdan zmemperoleh zpenghasilan zyang zlayak zsesuai zdengan zpasal z31 

zUU zNo. 13 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan.
41

 

5. Hak zmendapatkan zkesehatan zdan zkeselamatan zkerja 

Perlindungan zpekerja zini zdilakukan zsesuai zdengan zperaturan zperundang-

undangan zterkait zuntuk zmenjamin zkeselamatan zkerja, zsehingga zpemerintah 

zberupaya zuntuk zmenetapkan ztolak zukur zdi zbidang zketenagakerjaan.
42

 

zPemberi zkerja zwajib zmenjaga zdan zmelindungi zkeselamatan zpekerja zdengan 

zfasilitas zperlengkapan zkerja zyang zaman, zseperti zlingkungan zkerja zyang 

znyaman zdan zsehat, zakses zlayanan zkesehatan zyang zmemadai.
43

 zHal zini zdiatur 

zdalam zPasal z86 zayat z(1), z(2), zdan z(3) zUU zNo. 13 zTahun z2003 zTentang 

zKetenagakerjaan. Dalam zmelindungi zkeselamatan zpekerja zguna 

zmewujudkan zproduktivitas zkerja zyang zoptimal zdiselenggarakan zupaya 

zkeselamatan zdan zkesehatan zkerja. 

6. Hak zmendapatkan zkesejahteraan 

Dalam zpasal z99 zayat z(1) zUndang-undang zKetenagakerjaan zNomor z13 

zTahun z2003 zberbunyi, zSetiap zpekerja zdan zkeluarganya zberhak zmendapatkan 

zjaminan zsosial ztenaga zkerja.
44

 zRancangan zjaminan zsosial zbagi zpekerja 

zdiciptakan zdan zdilaksanakan zsebagai zupaya zuntuk zmelindungi zpekerja 

                                                           
41 zBima zSakti zAltera, z“Hak zdan zKewajiban zKaryawan zDalam zPerusahaan”, 

zhttps://bsa.id/berita/hak-dan-kewajiban-karyawan, zdiakses zKamis, z13 zJuni z2024, zPukul: z08:52 zWib 
z 

42 zJanner zDamanik, z“Analisis zPerlindungan zBuruh zDitinjau zDari zHukum zKetenagakerjaan”, 
zJurnal zInstitusi zPoliteknik zGanesha zMedan, zVol. 4 zNo. 2 z(2021), zHal. 365-373 

43 zKlinik zPintar, z“Hak-hak zPekerja zYang zPerlu zDiketahui”, z2024, 
zhttps://klinikpintar.id/blog-perusahaan/hak-hak-pekerja-yang-perlu-diketahui, zDiakses zRabu, z12 
zJuni z2024, zPukul: z22:21 zWib 

44 zPasal z99 zAyat z(1) zUndang-undang zNomor z13 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan z 
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zdisuatu zperusahaan zyang zdampak zdan zmanfaatnya zsangat zbesar, zdimana 

zmanfaat ztersebut ztidak zhanya zditujukan zkepada zpekerja ztetapi zjuga zkepada 

zperusahaan.
45

 

7. Hak zikut zserta zdalam zserikat zpekerja/buruh 

Pasal z104 zUndang-undang zKetenagakerjaan zNomor z13 zTahun z2003 

zmemberikan zhak zkepada zpekerja zuntuk zmembangun zdan zmemerankan 

zanggota zserikat zpekerja, zyang zdapat zdigunakan zsebagai zwadah zuntuk 

zmenyampaikan zaspirasi zkepada zperusahaan. 

8. Hak zuntuk zcuti 

Karyawan zberhak zmendapatkan zwaktu zistirahat zdan zcuti zsebagaimana zyang 

ztelah ztercantum zdalam zpasal z79 zUndang-Undang zKetenagakerjaan znomor 

z13 zTahun z2003. Jumlah zcuti zyang zdiberikan zperusahaan zsekurang-

kurangnya z12 zhari zkerja zsetelah zkaryawan zyang zbersangkutan zbekerja 

zselama z1 ztahun zsecara zterus-menerus.
46

 

b. Kewajiban zPekerja
47

 

1. Kewajiban zketaatan, zKaryawan zharus zpatuh zkepada zperaturan 

zperusahaan. 

2. Kewajiban zkonfidensialitas, zkaryawan zwajib zmenjaga zkerahasiaan zdata 

zperusahaan. 

                                                           
45 zS zFebiola, zT zHernig zSitabuana, z“Analisis zPerlindungan zHukum zKetenagakerjaan 

zTerhadap zPekerja/Buruh zDi zIndonesia”, zSERINA zIV zUNTAR, zE- zJournal zUniversita 
zTarumanagara, zVol. 2 zNo.1 z(2022), zhal. 535-542. 

 
46 zR.K. Utami, zS. Nawi, zM. Hafidz, z“Hak zdan zKewajiban zPekerja zBagi zKaryawan zYang 

zDirumahkan zAkibat zDari zPandemi zCovid z19”, z2021, zJournal zof zLex zGeneralis, zVol z2, zNo. 7, zhal 
z1870 z- z1883 z 

 
47 zBima zSakti zAltera, zHak zDan zKewajiban zKaryawan zDalam zPerusahaan, z2023, 

zhttps://bsa.id/berita/hak-dan-kewajiban-karyawan, zDiakses zJumat, zTanggal z22 zMaret z2024, zPukul: 
z21: z13 zWib 
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3. Kewajiban zloyalitas, zkaryawan zdituntut zuntuk zmenyelaraskan zdiri 

zdengan zvisi zdan zmisi zperusahaan zserta zmenunjukkan zloyalitas zkepada 

zorganisasi.  

Beberapa zHak zdan zkewajiban zpengusaha zterhadap zpekerja zyang zperlu 

zdiketahui: 

a. Hak zPengusaha 

1. Membuat peraturan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dibuat 

secara sepihak oleh pengusaha dan perjanjian kerja dibuat bersama 

antara pekerja dengan pengusaha atau asosiasi pengusaha. Dalam 

konteks ini, sifat peraturan yang unilateral cenderung meningkatkan 

kewajiban pekerja sekaligus mengurangi hak-hak pekerja, serta 

memperkuat hak-hak pengusaha sekaligus mengurangi kewajiban 

mereka.
48

 

2. Hak zuntuk zmelakukan zPHK, zpengusaha zdapat zmemutuskan zhubungan 

zkerja zterhadap zpekerja zsesuai zdengan zpasal z158, zpasal z163 zsampai 

zdengan zpasal z165.
49

 z 

3. Hak zuntuk zmendirikan zdan zbergabung zdalam zsuatu zorganisasi 

zperusahaan, zmengenai zketetapan zbadan zpengusaha zdiatur zoleh zperaturan 

zperundang-undangan zyang zberlaku zPasal z105 zUndang-undang zNomor. 

13 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan.
50

 

4. Berhak zmendelegasikan zseparuh zpekerjaan zterhadap zperusahaan zlain, 

zPasal z64 zUU zNo. 13 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan z“perusahaan 

                                                           

 
48 zH.R. Abdussalam, z“Hukum zKetenagakerjaan z(Hukum zPerburuhan) zyang ztelah 

zdirevisi”, zJakarta: zRestu zAgung, z2009, zhal. 89.  

 
49 zIbid, zhal. 120.  

 
50 zIbid, zhal. 272.  
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zdapat zmenyerahkan zsebagian zpelaksanaan zpekerjaan zkepada zperusahaan 

zlainnya zmelalui zperjanjian zpemborongan zpekerjaan zatau zpenyedia zjasa 

zpekerja zyang zsecara ztertulis”.
51

 z 

b. Kewajiban zpengusaha 

1. Kewajiban zmembayar zupah, zpengusaha zharus zmemberikan zkompensasi 

zgaji zpekerja zseperti zperjanjian zyang ztelah zdisepakti. 

2. Kewajiban zmemberikan zkesempatan zyang zsama, zpengusaha zwajib 

zmemberikan zkeleluasaan zdan zperlakuan zserupa zatas zpekerja zyang zbekerja 

zkepadanya, zdan zsetiap zkaryawan zdibebaskan zuntuk zmemilih.
52

 

3. Kewajiban zmemberikan zpelatihan zdan zpengembangan, zDengan zadanya 

zpelatihan zdan zpengembangan zyang zdiberikan zpengusaha, zpekerja ztidak 

zhanya zdapat zmengembangkan zdirinya, znamun zjuga zdapat zmemajukan 

zperusahaan ztersebut.  

4. Kewajiban zmemberikan zfasilitas zjaminan zkesehatan zdan zmenjaga 

zkeselamatan zpekerja, zperusahaan zharus zmemperhatikan zkaryawan zdari 

zsegi zkesejahteraan zdan zkenyamanan zdengan zcara zmemberikan 

zpertanggungan zasuransi zkesehatan zatau zasuransi zkerugian zselama 

zbekerja.
53

 

5. Kewajiban zuntuk zmendengarkan zaspirasi 

 

 

                                                           

 
51 zPasal z64 zUndang-undang zNomor z13 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan z 

 
52 zS. Priharto, z“Hak zdan zKewajiban zPengusaha zMenurut zUU zKetenagakerjaan” z2022, 

zhttps://gajihub.com/blog/hak-dan-kewajiban-pengusaha-menurut-uu-ketenagakerjaan, zDiakses 
zRabu, z12 zJuni z2024, zPukul: z06: z48 zWib 

 
53 zOp.cit. Ervina zLutfi, zhttps://www.talenta.co/blog/hak-dan-kewajiban-pengusaha-

menurut-uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan, zDiakses zRabu, z12 zJuni z2024, zPukul: z06:32 zWib 
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C. Tinjauan zTentang zPerjanjian zKerja z 

1. Pengertian zperjanjian zkerja 

Perjanjian zmerupakan zsuatu zperbuatan zyang zdilakukan zoleh zsatu zorang zatau 

zlebih zmengikatkan zdiri zkepada zsatu zatau zlebih zpihak zlain. Perjanjian zini 

zmembangun zhubungan zhukum zmemastikan zbahwa zhak-hak zyang zterlibat 

zdilindungi zdan zditegakkan zoleh zperaturan zatau zundang-undang.
54

 z 

Menurut zperaturan zperundang-undangan zpengertian zperjanjian zkerja zdalam 

zpasal z1 zayat z14 zundang-undang znomor z13 ztahun z2003 ztentang zketenagakerjaan 

zbahwa zperjanjian zkerja zadalah zperjanjian zantara zpekerja/buruh zdengan zpengusaha 

zatau zpemberi zkerja zyang zmemuat zsyarat-syarat zkerja, zhak, zdan zkewajiban zpara 

zpihak.
55

 z 

Menurut zbeberapa zpara zahli zyang zdimaksud zdengan zperjanjian zkerja zyaitu: z 

1. Subekti zmejelaskam zbahwa z“Perjanjian zkerja zmerupakan zkontrak zantara 

zpekerja zdan zpemberi zkerja, zyang zdibedakan zoleh zciri-ciri z: zadanya zimbalan 

zatau zgaji zyang ztelah zdi ztentukan zdan zdisepakati zbersama, zdan zterjalinnya 

zsuatu zhubungan ztimbal zbalik zyang zdalam zbahasa zBelandanya zdisebut 

zdienstverhoeding, zhubungan zini zmenyiratkan zbahwa zsatu zpihak z(pemberi 

zkerja) zmempunyai zwewenang zuntuk zmengeluarkan zarahan zyang zwajib zdiikuti 

zoleh zpihak zlain.
56

 z 

2. Menurut zWiwoho zsoedjono zmenyebutkan zbahwa z“perjanjian zkerja zdiartikan 

zsuatu zperjanjian zantara zseorang zperseorangan zdengan zseorang zpengusaha, 

zuntuk zmelangsungkan zsuatu zpekerjaan zdemi zmendapatkan zimbalan.”
57

 

                                                           

 
54 zI.G.Rai zWidjaya, zMerancang zSuatu zKontrak, zMegapoin, zJakarta, z2008, zhal. 23.  

 
55 zPasal z1 zAyat z14 zUndang-undang zNomor z13 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan z 

 
56 zR. Subekti, zAneka zPerjanjian, zAlumni, zBandung, zCetakan zKedua, z1977, zhal. 63.  

57 zWiwoho zSoedjono, z“Hukum zPerjanjian zKerja”, zJakarta, zBina zAksara, z2003, zhal. 9 z 
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3. Menurut zLalu zlusni zmenjelaskan zbahwa zperjanjian zkerja zdicirikan zsebagai 

z“suatu zkontrak zdimana zpihak zpertama, zyang zdisebut zpekerja zberkotmitmen 

zmemberikan zjasa zkepada zpihak zkedua, zyang zdikenal zsebagai zpemberi zkerja 

zuntuk zmendapatkan zgaji, zdan zpemberi zkerja zmenegaskan zkesanggupannya 

zuntuk zmemperkerjakan zpekerja ztersebut zuntuk zmembayar zgaji zpekerja.”
58

 z 

 Menurut zpeneliti zkontrak zkerja zmerupakan zadanya zketerikatan zatau 

zkesepakatan zyang zdisepakati zantara zpengusaha zdengan zpekerja, zdimana zpekerja 

zberkotmitmen zuntuk zbekerja zpada zsuatu zpemberi zkerja zdengan zmenerima zimbalan. 

Dari zpengertian zyang zdiberikan zdapat zdisimpulkan zbahwa zperjanjian zkerja zitu 

zdibuat zkarena zadanya zkesepakatan zbersama zantara zpihak-pihak zyang zterlibat, 

zmeliputi zpokok zperjanjian, zdan zobyek zperuntukannya. Apabila zsuatu zperjanjian 

ztimbul zsebab zadanya zpengusaha zdan zpekerja zsebagai zsubyek zperjanjian zyang 

zmembuat zkesepakatan zkerja, zmaka ztimbul zakibat zhukum, zkhususnya zhak zdan 

zkewajiban zkedua zbelah zpihak zyang zsaling zditentukan zdalam zsyarat-syarat 

zperjanjian zkerja.  

2. Syarat zSahnya zPerjanjian zKerja 

Syarat zsahnya zsuatu zperjanjian zkerja zdiatur zdalam zPasal z52 zUU zNo. 13 zTahun 

z2003 zTentang zKetenagakerjaan, zyang zdiantaranya z: 

a. Kesepakatan zkedua zbelah zpihak 

Kesepakatan zberarti zadanya zpenyesuaian zkehendak zyang zbebas zantara zpara 

zpihak zmengenai zhal-hal zpokok zyang zdiinginkan zdalam zperjanjian.
59

 

zPerjanjian zkerja zdi zkatakan zsah zapabila zterdapat zkesepakatan zantara zpihak-

                                                           
58 zLalu zHusni, z“Pengantar zHukum zTenaga zKerja zIndonesia”. Jakarta z: zRaja zGrafindo 

zPersada, z2000, zhal. 51 z 
59 zHukumonline, z“4 zSyarat zSah zPerjanjian zdi zMata zHukum”, z2023, 

zhttps://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348, 
zdiakses zRabu, z26 zJuni z2024, zPukul z07:50 zWib 
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pihak zyang zterlibat zdalam zsuatu zperjanjian zkerja zantara zpekerja zyang 

zbersedia zmelaksanakan ztugas-tugas zyang zdi zsepakati, zdan zpemberi zkerja 

zyang zberkotmitmen zuntuk zmemenuhi zkewajiban zyang zdijanjikan zdan 

zmemperkerjakan zpekerja ztersebut.  

b. Kemampuan zatau zkecakapan zmelakukan zperbuatan zhukum 

Kecakapan untuk mengadakan suatu kontrak mensyaratkan bahwa orang-

orang yang terlibat dalam perjanjian kerja itu mempunyai umur yang 

cukup untuk mempunyai kesadaran dan tidak mempunyai gangguan jiwa, 

mereka harus berakal sehat untuk dapat membuat perjanjian secara sah. 

Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

batasan umur saat membuat perjanjian adalah minimal berusia 18 tahun. 

Selain itu seseorang dikatakan cakap dalam membuat perjanjian apabila 

tidak mengalami gangguan jiwa atau tidak berakal sehat. 

c. Adanya zpekerjaan zyang zdiperjanjikan 

Suatu zperjanjian zharus zberisi zapa zyang zmenjadi zperjanjian zatau 

zdiperjanjikan zoleh zkedua zbelah zpihak.  

d. Pekerjaan zyang zdiperjanjikan ztidak zbertentangan zdengan zketertiban 

zumum, zkesusilaan, zdan zperaturan zperundang-undangan zyang zberlaku. 

Pekerjaan zdalam zperjanjian zkerja zmenunjukkan zbahwa zobjek zkesepakatan zitu 

zberkaitan zdengan zpekerjaan zyang zdi zlakukan zharus zhalal, zartinya ztidak zboleh 

zberselisih zdengan zhukum, zketertiban zumum, zdan zmoral.
60

 

Kriteria zsahnya zperjanjian zyang ztelah zdi zsampaikan zdapat zdibedakan zmenjadi 

zdua, zyaitu zkondisi zsubjektif zdan zkondisi zobjektif. Kondisi zsubjektif zadalah zyang 

                                                           

 
60 zLalu zHusni, zPengantar zHukum zKetenagakerjaan zIndonesia, zRaja zGrafindo zPersada, 

zJakarta, z2003, zhal. 57-58.  



33 

 

zberkaitan zdengan zsyarat zbersama zyang zdisepakati zoleh zpara zpihak zyang zterlibat zdan 

zkapasitas zmereka zuntuk zmengadakan zperjanjian, zkarena zdari z2 zketentuan zpertama 

zmenentukan zsubyek zperjanjian, zsedangkan zkondisi zobjektif zmerupakan zketentuan 

zmengenai zsuatu zpokok ztertentu zdan ztujuan zyang zsah, zkarena zkedua zprasyarat 

ztersebut zmenjelaskan ztentang zperjanjian zitu zsendiri zatau zobyek zdari zperbuatan 

zhukum zyang zdilakukan. jika zpersyaratan zsubyektif ztidak zdipenuhi zadalah zsalah zsatu 

zpihak zdalam zperjanjian zkerja zberhak zmembatalan zkontrak zkerja. Sebaliknya, 

zapabila zperjanjian zkerja ztidak zmencukupi zsyarat zobyektif zmaka zpersyaratan zkerja 

zitu zbatal zdemi zhukum.
61

 z 

3. Unsur-unsur zPerjanjian zKerja 

Unsur-unsur zperjanjian zkerja zini zdiatur zdalam zPasal z1 zangka z15 zUU 

zKetenagakerjaan zyang zmenegaskan z“hubungan zkerja zadalah zhubungan zanatara 

zpengusaha zdengan zpekerja/buruh zberdasarkan zperjanjian zkerja, zyang zmempunyai 

zunsur zpekerjaan, zupah, zperintah.” zMenurut zAbdul zR zbudiono, zyang zdisampaikan 

zpada zbukunya z“Hukum zPerburuhan,” zbahwa zPerjanjian zkerja zmempunyai z3 z(tiga) 

zunsur zyaitu zadanya zpekerjaan, zadanya zperintah, zdan zadanya zupah. Dalam zhal zini 

zakan zdijelaskan zdari z3 z(tiga) zunsur-unsur ztersebut zyaitu:
62

 

a. Unsur zPekerjaan 

Pekerjaan zpada zkonteks zumum, zmerupakan zkegiatan zutama zyang zdilakukan 

zoleh zindividu. Istilah zpekerjaan zmerujuk zsecara zkhusus zpada ztugas zatau 

zpekerjaan zyang zmemberikan zkompensasi zfinansial zkepada zseseorang.
63

 

                                                           

 
61 zNanik zTrihastuti, zHukum zKontrak zKarya zPola zKerjasama zPertambangan zdi zIndonesia, 

zSetara zPres, zMalang, z2013, zhal. 20 z 

 
62 zAbdul zR. Budiono, zHukum zPerburuhan, zPT zIndeks, zJakarta, z2011, zhal. 28.  

 
63 zBasani zSitumorang, z“Laporan zPengkajian zHukum zTentang zMenghimpun zdan 

zMengetahui zPendapat zAhli zMengenai zPengertian zSumber-sumber zHukum zMengenai 
zKetenagakerjaan”, zBadan zPembinaan zHukum zNasional zDepartemen zHukum zDan zHam zTahun 
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zDiatur zdalam zKUHPerdata zPasal z1603A zmenyatakan zbahwa zpekerjaan zyang 

zdiberikan zkepada zseorang zpekerja zharus zdiberikan zkepada zseorang 

zpekerja/burh zharus zdilakukan zsendiri ztidak zboleh zdiwakilkan zkecuali zatas 

zpersetujuan zpemberi zkerja.
64

 z 

b. Unsur zPerintah 

Adanya zperintah zsebagai zsalah zsatu zunsur zperjanjian zkerja zmenunjukkan 

zbahwa zpekerja zdalam zmelakukan zpekerjaan zyang zdi zperjanjikan zberada zdi 

zbawah zperintah zpengusaha. Manifesting zdari zpekerja zyang zdiberikan 

zpengusaha zke zpekerja, zyaitu zpekerja zwajib ztaat zpada zperintah zpengusaha 

zuntuk zmenjalankan zpekerjaan zsebagaimana zdengan zyang zdi zperjanjikan.
65

 z 

c. Unsur zUpah 

Upah zadalah zhak zpekerja zyang zdi zterima zdalam zbentuk zuang zsebagai zimbalan 

zdari zpengusaha zsesuai zkesepakatan zatau zperaturan zperundang-undangan, 

zsebagaimana zyang ztelah zdisampaikan zpada zPasal z1 zangka z(30) zUU zNo. 13 

zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan. Apabila zpekerja ztelah zmenyelesaikan 

ztugas-tugas zyang zdi zperjanjikan, zmaka zpemberi zkerja zwajib zmemberikan 

zimbalan zkepada zpekerja ztersebut zsebanding zdengan zpekerjaan zyang 

zdilakukan. Kompensasi zmerupakan zfaktor zberarti zdalam zikatan zkerja, zbahkan 

zdapat zdikatakan zbahwa ztujuan zutama zseorang zpekerja zyang zbekerja zpada 

zpemberi zkerja zadalah zuntuk zmenerima zkompensasi. Oleh zkarena zitu, zjika 

                                                                                                                                                               

z2010, zhttps://bphn.go.id/data/documents/ketenagakerjaan.pdf, zdiakses zKamis, z13 zJuni z2024, 
zPukul: z09:20 zWib 

 
64 zhttps://www.gadjian.com/blog/2022/01/06/unsur-hubungan-kerja, zdiakses zKamis, z13 

zJuni z2024, zPukul: z09:48 zWib 

 
65 zBerita zBisnis, z“Pengertian zPerjanjian zKerja, zIsi, zdan zUnsur-unsur zdi zDalamnya”, 

z2023, zhttps://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-perjanjian-kerja-isi-dan-unsur-unsur-di-

dalamnya-20TgeCT5QqC/4, zdiakses zKamis, z13 zJuni z2024, zPukul: z09:10 zWib z 
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ztidak zadanya zkomponen zupah, zmaka zjaringan ztersebut ztidak zdapat 

zdigolongkan zsebagai zhubungan zkerja.
66

 z 

4. Tujuan zPerjanjian zKerja 

Tujuan zperjanjian zkerja zberfungsi zuntuk zmenegaskan zdan zmenjelaskan zhak 

zdan ztanggung zjawab, zbersama-sama zmenciptakan zkondisi zkerja zyang ztidak zdiatur 

zpada zperaturan zperundang-undangan zketenagakerjaan zsehingga zmemotivasi 

zberkembangnya zhubungan zindustrial zyang zharmonis, zdinamis zdan zberkeadilan.
67

 

zPerjanjian zkerja zmerupakan zhal zyang zsungguh zberpengaruh zuntuk zpekerja zdan zjuga 

zpemberi zpekerjaan, zberikut zini zpenjelasannya:
68

 

1. Perjanjian zkerja zmenjelaskan zstatus zkepegawaian 

Dengan perjanjian kerja di jelaskan jangka waktu kerja yang jelas. Jika 

beroperasi melalui masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka 

bisa juga di sebut pegawai kontrak dengan waktu yang sudah di tentukan. 

Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tidak ada 

batasnya hingga bisa disebut pegawai tetap dimana pekerja bisa bekerja 

sampai waktu pensiun ataupun bisa mengundurkan diri dengan kondisi 

tertentu. PKWT dan PKWTT diatur dalam Pasal 56 UU No. 6 Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja. 

 

2. Menjelaskan zhak zdari zpekerja zdan zpemberi zkerja 

                                                           
66 zNovia zW zUtami, z2018, zIngin zMembuat zPerjanjian zKerja? zKetahui zUnsur zYang zHarus 

zAda zDi zDalamnya, zSleekr zBlong, zhttps://sleekr.co/blog/ingin-membuat-perjanjian-kerja-ketahui-

unsur-yang-harus-ada-didalamnya, zdiakses zRabu, z20 zMaret z2024, zPukul: z19:40 zWib 
67 zHerdiansyah zHamzah, z2009, zTinjauan zYuridis zKedudukan zdan zFungsi zPerjanjian zKerja 

zBersama zDalam zHubungan zIndustrial, zhttps://e-

journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/219/130, zdiakses zSabtu, z23 zMaret z2024, 
zPukul: z20:29 zWib 

68 zKantor zKita, z2022, zKenapa zPerjanjian zKerja zKaryawan zItu zPenting?, 
zhttps://www.kantorkita.co.id/blog/kenapa-perjanjian-kerja-karyawan-itu-penting, zDiakses zSabtu, 
z23 zMaret z2024, zPukul: z21:16 zWib 
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Dalam zperjanjian zkerja zdituliskan ztentang zhak-hak zyang zpekerja zatau 

zkaryawan, ztermasuk zgaji, zcuti, zdan zberbagai zhak zpekerja zlainnya. Sedangkan 

zpemberi zkerja zberhak zmengharapkan zkinerja zdan zoutput zyang zmemuaskan 

zdari zpekerjanya zkarena ztelah zmemberikan zgaji zselama zjangka zdurasi ztertentu. 

Diatur zdalam zpasal z88 zayat z(1) zUU zNo. 13 zTahun z2003 zTentang 

zKetenagakerjaan z 

3. Mengetahui zposisi zkerja zdengan zbaik 

Dalam zperikatan zkerja zdituliskan zposisi zkerja zbeserta zdengan zjobdesk 

zpekerjaan zpekerja. Dengan zberdasarkan zkontrak zyang zdibuat zpekerja zdapat 

zmengetahui zpekerjaan zapa zsaja zdan zwewenang zapa zsaja zyang zdidapatkan zpada 

zposisi ztersebut.  

4. Penjelasan zmengenai zupah 

Upah zdalam zkontrak zkerja zmeliputi zbeberapa zkomponen, zdiantaranya zadalah; 

zupah zpokok, ztunjangan, zuang zlembur, zpotongan zupah. Dengan zadanya 

zkontrak zyang zjelas zseperti zini, zdapat zmelindungi zkaryawan zapabila 

zperusahaan ztidak zmemberikan zgaji zpekerja zdan ztelah zmelakukan zpelanggaran 

zterhadap zpengupahan. Diatur zdalam zPasal z1 zangka z30 zUU zNo.13 zTahun z2003 

zTentang zKetenagakerjaan. 

5. Penjelasasn zaturan zperusahaan 

Dalam zsurat zperjanjian zkerja zperlu zdicantumkan zmengenai zpenjelasan 

zperaturan zperusahaan zyang zberlaku zagar zmemudahkan zkaryawan zdan zserta 

zmemberikan zbatasan zyang zjelas. Dengan zaturan zperusahaan zyang zdipahami 
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zdengan zbaik, zmaka zakan ztercipta zketertiban zdan zkelancaran zdalam zbekerja.
69

 

zPasal z1 zAngka z20 zUU zNo. 3 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan. 

Inilah pentingnya kesepakatan kerja terhadap pekerja. Kesepakatan kerja 

dapat melindungi pekerja dengan baik. Apabila ada hal yang tidak sesuai atau 

tidak di inginkan dalam pekerjaan maka akan di kembalikan kepada perjanjian 

kerja. 

                                                           
69 zFingerspot, z“Mengapa zSurat zPerjanjian zKerja zPenting zDalam zHubungan zKerja”, 

zhttps://fingerspot.com/news/mengapa-surat-perjanjian-kerja-penting-dalam-hubungan-kerja, 
zDiakses zRabu, z12 zJuni z2024, zPukul: z23:58 zWib z 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang upahnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang nomor 6 

tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja 

dalam penyelesaian sengketa pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja 

ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.  

B. Jenis zPenelitian 

Jenis zpenelitian zyang zdigunakan zmerupakan zpenelitian znormatif zyuridis. Menurut zPeter 

zMahmud zMarzuki, zPenelitian zhukum znormatif zadalah zmelibatkan zidentifikasi zaturan zhukum, 

zprinsip-prinsip zhukum, zmaupun zdoktrin-doktrin zhukum zuntuk zmengatasi ztantangan zhukum zyang 

zdihadapi.
70

 zBerdasarkan zhal zini zmaka, zPenelitian zhukum znormatif zadalah zpenelitian zhukum zyang 

zmenggunakan zbahan-bahan zkepustakaan zsebagai zdata zutama zuntuk zmenganalisis. Penelitian zini 

zditeliti zdengan zmenggunakan zbahan zpustaka zatau zpenelitian zperpustakaan zyang zdi ztujukan zpada, 

zanalisis zperaturan zperundang-undangan, zpenjelasan zumum zdari zpasal zdemi zpasal, zpendapat 

zbeberapa zahli, zmengkaji zhukum zyang ztertulis zdari zaspek zteori.  

C. Sumber zBahan zHukum 

Sumber zBahan zhukum zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zterdiri zdari zbahan zhukum 

zprimer, zbahan zhukum zsekunder, zdan zbahan zhukum ztersier, zbeberapa zpenjelasan zmengenai zdari 

zbahan zhukum ztersebut: 

1. Bahan zhukum zprimer 

                                                           
70 zPeter zMahmud zMarzuki. Penelitian zHukum. Jakarta z: zKencana zPrenada zGroup, z2007, zhal. 35.  
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Bahan zhukum zprimer zadalah zbahan zhukum zutama zatau zdapat zdikatakan zbahan zhukum zprimer 

zadalah zbahan zhukum zyang zmengikat. bahan zhukum zini zmeliputi zperaturan zperundang-

undangan, zdokumentasi zresmi, zatau zcatatan-catatan zyang zberkaitan zdengan zpenyusunan 

zperaturan ztersebut.
71

 zBahan zhukum zprimer zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zantara zlain 

zadalah zperaturan zperundang-undangan zseperti zUndang-Undang zNomor z6 zTahun z2023 

zTentang zCipta zKerja, zUndang-Undang zNomor z13 zTahun z2003 zTentang zKetenagakerjaan, 

zPeraturan zPemerintah zNomor z36 zTahun z2021 zTentang zPengupahan.  

2. Bahan zhukum zsekunder 

Bahan zhukum zsekunder zadalah zdokumen zatau zbahan zhukum zyang ztidak zmengikat znamun 

zmemberikan zpenjelasan zterhadap zbahan zhukum zprimer. Sumber zsekunder zini zdiperoleh zdari 

zanalisis zdan zwawasan zpara zahli zatau zspesialis zyang zfokus zpada zbidang zhukum ztertentu. 

bahan zhukum zyang zterdiri zdari zbuku-buku, zjurnal zhukum, zpendapat zpara zsarjana z(doktrin), 

zjurisprudensi, zdan zhasil zsimposium zmutakhir, zyang zberkaitan zdengan zpermasalahan 

zpenelitian.
72

 

3. Bahan zhukum ztersier 

Bahan zhukum ztersier zmengacu zpada zbahan zhukum zyang zmembagikan zpanduan zatau 

zklarifikasi zmengenai zbahan zhukum zprimer zdan zbahan zhukum zsekunder.
73

 zBerupa zkamus 

zumum, zkamus zbahasa, zpenjelasan zperundang-undangan, zartikel, zinternet. 

D. Metode zPendekatan zMasalah 

                                                           
71 zSoerjono zSuekanto, zPengantar zPenelitian zHukum, zPenerbit zUniversitas zIndonesia-UI zPress zcetakan zke-3 

ztahun z1984, zhal. 141.  
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Pendekatan zyang zdigunakan zdalam zpenulisan zpenelitian zini zmenyesuaikan zdengan zjenis 

zpendalaman zyang zdiambil zoleh zpenulis. Metode zyang zdigunakan zmeliputi zpendekatan zperundang-

undangan z(statute zapproach) zdan zpendekatan zkonseptual z(conceptual zapproach). 

1. Pendekatan zperaturan zperundang-undangan z(Statute zapproach) 

Pendekatan zini zmelibatkan zanalisis zperaturan zperundang-undangan zdan zperaturan zterkait 

zdengan zpermasalahan zyang zada. Pendekatan zperundang-undangan zini zdilaksanakan 

zmelalui zpemeriksaan zkonsistensi zdan zkesesuaian zundang-undang zNo. 6 zTahun z2023 

zTentang zCipta zKerja.  

2. Pendekatan zkonseptual z(Conseptual zapproach) z 

Pendekatan ini beranjak dari perspektif dan teori yang muncul di dalam ilmu hukum. 

Dengan menelaah perspektif dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-

ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas 

hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.
74

 

E. Metode zPengumpulan zData 

Untuk zmemberikan zhasil zyang zbaik zdan zbisa zdibuktikan zkebenarannya, zmaka zpenelitian zini 

zmemakai zmetode zpengumpulan zdata zyang zberupa zmetode zkepustakaan z(Library zResearch). 

Metode zkepustakaan zini zdilakukan zdengan zcara zmengumpulkan zdata zdari zberbagai zliterature. 

Literature zyang zdi zteliti ztidak zterpaku zkepada zbuku-buku zmelainkan zdapat zjuga zbersifat zbahan-

bahan zdokumentasi, zmajalah, zjurnal, zsurat zkabar zdll. Data zyang zdiperoleh zdapat zdigunakan zuntuk 

zsebagai zdasar zteori.  

F. Metode zAnalisis zData 

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis data 

kualitatif. Metode ini berfungsi sebagai metode atau cara menafsirkan dan menginterprestasikan 
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data-data yang dikumpulkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dan permasalahan, untuk kemudian diambil 

kesimpulan. 

 z 
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